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P. WIDODO . E.1103118 . 2007 . PELAKSANAAN PENGALIHAN JENIS 
PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG (Studi kasus di Rumah Tahanan 
Negara kelas II B Wonogiri). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarat. Penulisan Hukum (Skipsi) . 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan tata cara 
pengalihan jenis penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap status 
penahanan terdakwa, mengetahui tanggapan kepala Rutan dengan adanya perintah 
pengalihan penahanan tersebut terkait dengan status penahanan terdakwa dan 
pengawasan terhadap terdakwa selama berada di luar Rutan. Selain itu penulisan 
hukum ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam meraih gelar 
sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret Surakarta. 
Penelitian ini adalah merupakan ruang lingkup penelitian empiris, dan 
dilihat dari sifatnya adalah deskriptif. Lokasi penelitiannya di Rumah Tahanan 
Negara kelas II B Wonogiri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan 
yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada nara sumber di Rutan baik 
para petugas dan para tahanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi kepustakaan dan wawancara. Dalam menganalisis data penulis menggunakan 
model analasis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
pelaksanaan pengalihan jenis penahanan akan berpengaruh terhadap pejabat yuridis 
yang berwenang terhadap penahanan terdakwa , yaitu Hakim, Penuntut Umum, dan 
Kepala Rutan termasuk kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan 
Pengalihan Jenis Penahanan. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh perkara Nomor 
103/Pid.B/2005/PN.Wng dengan nama Danang Sarsono Pasal yang didakwakan 
adalah Pasal 303 ayat 1-2 KUHP yang mendapatkan pengalihan penahanan dengan 
jaminan orang oleh majelis hakim yang berwenang terhadap penahanan terdakwa. 
Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi Hakim, 
Penuntut umum, dan kepala Rutan sebagai pedoman apabila ada suatu pengalihan 
jenis penahanan terhadap terdakwa dan juga bermanfaat begi perkembangan ilmu 
pengetuhuan khususnya dibidang ilmu hukum. 
 








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Dalam rangka pembangunan nasional disegala bidang di Indonesia, 
pembangunan dibidang hukum adalah yang paling penting sebagai pondasi 
disektor-sektor lainnya. Pembangunan dibidang hukum, dilaksanakan dengan 
mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional yang dirasa 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian usaha 
pembangunan dapat mencapai sasaran secara tepat, jika ditunjang oleh aparat 
penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik. Hukum merupakan 
sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pembanguan. Oleh sebab itu 
agar supaya hukum itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk 
melancarkan jalannya pembangunan maka hukum itu sendiri harus terus  dibina 
sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang.          
Indonesia adalah Negara hukum (Rule of law), maka setiap tindakan dan 
kebijakan pemerintah harus berdasar atas hukum dan peraturan yang berlaku serta 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Istilah hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat memiliki arti sebagai peraturan yang harus ditaati dan apabila 
dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum dari aparat penegak hukum. Dalam 
hal ini yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim 
yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan,penuntututan dan 
mengadili perkara tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang 
berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum acara pidana memberikaan 
kewenangan kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada 
1 
hakekatnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka sebagai 
manusia (Ratna Nurul Afiah, 1986 : 11).     
 Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencari kehidupan yang tertib, 
damai, adil dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan 
hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 
dapat di dakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan 
dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak 
pidana telah di lakukan dan apakah orang yang didakwa dapat di persalahkan. 
Ciri-ciri Negara hukum adalah: 
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.  
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak di pengaruhi oleh suatu 
kekuasaan atau kekuatan apapun juga. 
3. Legalitas dari tindakan Negara atau pemerintah dan juga tidakan aparatur 
Negara yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum (Undang-undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). 
Sebagai Negara hukum (Rule of law) selalu berupaya untuk memenuhi 
persyaratan di atas. Sebagai bukti dari pernyataan ini, misalnya di berikan contoh 
didalam hukum pidana materiil hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan asas 
legalitas di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang berbunyi : 
“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan” 
Berdasarkan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan 
seseorang hanya dapat dipidana apabila : 
1. Suatu tindak pidana atau delik harus dirumuskan dalam aturan Undang-
undang. 
2. Peraturan itu harus sudah ada sebelum tindak pidana atau delik terjadi. 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan 
perlindungan terhadap Hak  Asasi Manusia. Sebagai realisasi dari ketentuan 
tersebut, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pembaharuan dari 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan 
Kehakiman bagi peradilan umum dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan 
perkara pidana yang lebih memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan 
pada tanggal 31 desember 1981 yang dianggap sebagai karya besar bangsa 
indonesia didalamnya sangat memperhatikan dan memberikan perlindungan-
perlindungan terhadap hak asasi manusia secara seimbang antara kepentingan 
umum dan kepentingan tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam 
Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHAP yang begitu sangat memperhatikan hak 
asasi tersangka atau terdakwa.   
Dengan berlakunya  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai landasan hukum peradilan pidana membawa konsekwensi 
bahwa alat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus meninggalkan 
cara lama, baik dalam berfikir maupun dalam bertindak. Dalam penegakan hukum 
harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan menjunjung tinggi Hak Asasi 
dari tersangka atau terdakwa. 
Hak asasi manusia merupakan hal yang pokok untuk dikaji dalam seluruh 
aspek kehidupan, terrlebih dalam kaitannya dengan hukum. Semua itu tidak 
terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makluk 
yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus ditempatkan pada 
keluhuran harkat dan martabatnya. Setiap manusia ingin dihargai dan 
diberlakukan sebagaimana mestinya , tak seorangpun yang mau diperbudak dan 
diberlakukan sewenang-wenang karena manusia memiliki perasaan dan hati 
nurani. 
 
Perwujudan dari hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa tersebut 
adalah upaya untuk mengajukan pengalihan jenis penahanan kepada pihak yang 
berwajib. Sesuai dengan asas yang dianut KUHAP dalam penyelenggaraan proses 
pidana yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of innocent),yang berarti 
bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya serta putusan tersebut harus mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. 
 Masalah pengalihan jenis tahanan telah diatur dalam Pasal 23 KUHAP 
yang berbunyi :  
“ Penyidik atau penuntut umum maupun hakim berwenang “mengalihkan” 
atau mengubah jenis penahanan dari jenis yang satu kepada jenis penahanan yang 
lain.”  
Mereka berwenang mengubah jenis penahanan Rutan menjadi jenis 
penahanan rumah atau kota sesuai dengan Pasal 22 KUHAP. Apabila terjadi 
peralihan jenis penahanan Rutan menjadi penahanan rumah atau kota, pejabat 
Rutan mesti memenuhi dengan jalan “mengeluarkan” tahanan yang bersangkutan 
dari Rutan.  
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, melalui serangkaian proses 
penelitian penulis menuangkan dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: 
“PELAKSANAAN PENGALIHAN JENIS PENAHANAN DENGAN 







B. PEMBATASAN MASALAH 
Berbagai masalah kadang timbul secara bersama-sama dan sangat luas, 
sehingga akan menyulitkan bila diadakan penelitian seluruhnya seperti pendapat 
yangmengatakan bahwa : 
“Suatu masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah dapat 
dipakai sebagai masalah penyelidikan . Oleh karena itu, tidak akan jelas batas-
batas masalah itu, sebab itu masalah perlu pula memenuhi syarat dalam 
perumusan yang terbatas. Ptasan ini diperlukan bukan saja untuk 
memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penyelidikan tetapi juga 
untuk dapat menetapkan lebih dahulu sesuatu yang diperlukan 
untukpemecahannya : tenaga, kesehatan, waktu, ongkos dan lain-lain yang 
timbul dari rencana itu”. (Winarno Surakhmad, 1994 : 36) 
  Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan tentang 
pelaksanaan pengalihan jenis penahanan dengan jaminan orang di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.  
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
Suatu masalah yang timbul tidak bisa diabaikan begitu saja, akan tetapi 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih mendalam tentang pemecahannya.  
“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakan manusia untuk 
memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai tantangan  (rintangan) 
yang harus diatasi atau dilalui. Masalah harus memiliki unsur yang 
menggerakan kita untuk membahasnya, masalah harus tampak penting, 
realistis, dan ada gunanya dipecahkan”. (Djarwanto PS. 1990 : 15)   
Perumusan masalah dalam penelitian ini di maksudkan untuk dijadikan 
pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai 
dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Sehingga diperoleh data-data yang dapat 
digunakan dalam pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas 
supaya tercapai sasaran dan tujuan sesuai dangan judul yang dipilih.  
Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya,maka 
penulis merumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pengalihan jenis penahanan dengan 
jaminan orang ? 
2. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pengalihan jenis penahanan 
dengan jaminan orang ? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-
metode ilmiah. Dalam suatu kegiatan penelitian, diharapkan dapat menyajikan 
data yang akurat, bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mempunyai tujuan :  
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pengalihan 
jenis penahanan dengan jaminan orang di Rutan Wonogiri.  
b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pengalihan jenis penahanan dengan jaminan orang. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data yang jelas serta lengkap sebagai bahan untuk 
menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan tugas akhir dalam 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
b. Untuk lebih meningkatkan dan memperluas kemampuan berfikir serta 
mendalami teori yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum,khususnya di 
Hukum Acara Pidana,sehingga diharapkan dapat bermanfaat di 
kemudian hari. 
c. Untuk lebih meningkatkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap 
perkembangan hukum di Indonesia. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana 
dalam hal kaitannya dengan pelaksanaan pengalihan jenis penahanan. 
b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam perkembangan 
Hukum Acara Pidana.  
c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan jawaban dan pemecahan masalah atas permasalahan 
yang sedang diteliti. 
b. Dapat memberikan gambaran lengkap dan nyata mengenai pelaksanaan 




F. METODE PENELITIAN 
Metode adalah merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang 
berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari 
jawaban atas permaslahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna 
menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan 
yang dilakukan secara metedologis maupun sistematis (Soetrisno Hadi, 1991 : 
41).  
Adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Di tinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan oleh 
penulis,maka didalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah jenis 
penelitian empiris, yaitu penelitian dibidang hukum yang mempunyai sumber 
data berasal dari perilaku anggota masyarakat, terutama tentang perintah 
pengalihan jenis penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap status 
penahanan tersangka atau terdakwa. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 
manusia,keadaan atau gejala-gejala lain (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). 
Penelitian ini memberikan gambaran lengkap tentang pelaksanaan perintah 
pengalihan jenis penahanan yang berada di Rutan Wonogiri. 
Jadi metode diskriptif ini di gunakan untuk melaporkan atau 
menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, 
mengklasifikasinya,menganalisa, dan menginterprestasikan data yang ada. 




3. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka 
penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 
Wonogiri. 
4. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh 
langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta 
(Soerjono Soekanto, 1986 : 12). Penelitian ini menggunakan jenis data 
yang dapat secara langsung melalui studi kasus dan juga wawancara 
dengan bersumber di Rutan Wonogiri.  
b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh guna mendukung data primer yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, catatan, buku, dokumen, arsip, 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Teknik pengumpulan data primer 
Wawancara 
Wawancara menurut sutrisno hadi adalah suatu tanya jawab lisan, 
dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat 
melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri (Setrisno 
Hadi, 1991 : 192). Wawancara ini dilaksanakan secara bebas,mengenai 
pokok persoalan yang telah ditentukan yang berpedoman pada daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Adapun wawancara tersebut 
penulis lakukan dengan bertindak sebagai responden yaitu Kepala Rutan 
Wonogiri. 
b. Teknik pengumpulan data sekunder 
Untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan dengan jalan 
studi pustaka hal ini dilakukan dengan identifikasi literature buku, 
peraturan perundang-undangan, surat kabar serta artikel yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono soekanto, 
studi kepustakaan adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu alat 
pengumpukan data yang dilakukan atas data tertulis dengan 
mempergunakan “content analys” atau yang biasa disebut analisis muatan. 
Dalam hal ini, peneliti membaca, mempelajari, dan mengkaji dari buku-
buku,dokumen, dan bahan tulisanya seperti yang disebutkan diatas yang 
ada hubungannya dengan penelitian yang akan diadakan (Soerjono 
Soekanto, 1984 : 21).  
6. Teknik Analisis Data. 
Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 
memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh  
kemudian diolah menjadi pokok permasalahan yang diajukan terhadap 
penelitian yang bersifat deskriptif, dalam penulisan ini penulis menggunakan 
teknik analisa kualitatif dan interaktif. Dalam metode interaktif tersebut 
komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan 
pengumpulan data, setelah terkumpul tiga komponen tersebut akan 
berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dirasa kurang maka 
perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali dengan cara mengumpulkan 






 Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan aktivitas 
yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan diperoleh 
data yang mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jadi apabila 
penulis merasa kurang puas dengan data-data yang diperoleh, maka dapat 
melakukan kembali pengumpulan data khusus sebagai pendukung yang 
dibutuhkan. 
Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan gambaran (skema) 



















G. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan 
karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka 
penulis membuat sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 
hukum terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 
pembahasan dan penutup,ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 
Susunan sistematisnya adalah sebagai berikut :  
Bab I  :      PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang 
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk 
memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis berusaha menguraikan tentang gambaran umum 
perintah pengalihan jenis tahanan. Didalamnya menyangkut alasan 
pertimbangan, penyebab, maupun jaminanya serta tinjauan yuridis 
tentang seluk beluk rumah tahanan negara (Rutan) berikut kepala 
Rutan. 
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab III ini akan diuraikan tantang hasil penelitian dan 
pembahasanya yaitu mengenai implikasi yuridis perintah pengalihan 
jenis penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap status 
penahan terdakwa serta menyangkut sisa masa penahanan dan juga 
sikap kepala Rutan dengan adanya pengalihan jenis tahanan tersebut. 
 
BAB  IV  : PENUTUP 
Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasar analisis data yang 
dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 
dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para 

























A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana 
1. Ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana 
Ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana meliputi empat tahap yaitu : 
 
a. Penyidikan perkara pidana 
Menyidik perkara pidana berarti mencari dan membuat terang 
peristiwa pidana  yang telah terjadi dan dilaporkan dari mulai gelap hingga 
terang, terang dalam arti,bahwa unsur-unsur yang diperlukan untuk 
menuntut peristiwa tersebut di muka hakim menjadi lengkap. Penyidikan 
merupakan kewenangan dari kepolisian.  
b. Penuntutan perkara pidana 
Menuntut adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada 
hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa lalu menjatuhkan 
putusan atas perkara tersebut terhadap terdakwa.  
Penuntutan perkara pidana adalah tugas Kejaksaan 
c. Peradilan perkara pidana 
Mengadili perkara pidana adalah memeriksa bukti-bukti yang cukup 
menentukan :  
1) Apakah peristiwa yang sedang terjadi dan dituduhkan kepada 
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana ? 
2) Apakah terdakwa cukup terbukti bersalah telah melakukan tindak 
pidana tersebut ? 
3) Apabila sudah benar terdakwa bersalah, kemudian menjatuhkan 
pidana yang setimpal kepada terdakwa atas kesalahannya.   
d. Pelaksanaan putusan hakim 
Melaksanakan putusan hakim menyelenggarakan agar segala sesuatu 
yang tercantum di dalam putusan itu dapat diwujudkan. (Ratna Nurul 
Afiah,1986 : 46 – 47) 
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Dari seluruh serangkaian proses pidana, pada tahap penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan pengadilan guna kepentingan pemeriksaan kitap 
Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan untuk 
melakukan penahanan (Ratna Nurul Afiah, 1986 : 46 – 47). Di dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, telah 
diatur mengenai bagian-bagian penahanan bagi tersangka atau terdakwa 
serta kemungkinan adanya upaya penangguhan penahanan dan pengalihan 
jenis penahanan yaitu terdapat di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. 
Hal-hal dan cara aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan 
dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). 
Maksudnya masalah penahanan dan pengalihan jenis penahanan masuk 
didalam ruang lingkup hukum acara pidana. Untuk kepentingan fungsi 
masing-masing,baik dari penyidik, penuntut umum dan hakim dapat 
melakukan penahanan, yang kelak dapat dilakukan perpanjangan 
penahanan oleh pejabat-pejabat hukum lain dan yang menunjukan 
adannya perbedaan bahwa perpanjangan oleh penuntut umum terhadap 
penahanan penyidik dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam garis 
horizontal, sedangkan perpanjangan penahanan oleh hakim mengikuti 




2. Kewenangan pengadilan dalam upaya penahanan 
“Pengadilan sebagai subsistem peradilan” 
Lembaga Pengadilan dalam system peradilan pidana merupakan salah 
satu subsistem. Undang-undang yang terakhir mengatur tentang pengadilan 
adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004,mengatur mengenai bagaimana 
Lembaga Pengadilan dalam memerankan dirinya menjadi salah satu subsistem 
dari sistem peradilan pidana di Indonesia. (Sidik Sunaryo, 2005 : 231) 
Dalam menjalankan fungsinya salah satu bagian yang tergabung dalam 
sistem peradilan, sesuai KUHAP hakim mempunyai wewenang antara lain 
melakukan penahanan. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di 
sidang.Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan 
(Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan 
1. Pengertian Penahanan 
Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau 
hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.  
Dari pengertian ini terdapat tiga unsur yaitu : 
a) Tersangka atau terdakwa ditempatkan pada suatu tempat tertentu 
b) Dengan suatu surat yang disebut penetapan 
c) Menurut cara yang diatur oleh undang-undang (Ansorie Sabuan,1990 : 
122) 
 
Pengertian penahanan menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan 
penahanan, yaitu mengurung atau memenjarakan sementara. (W.J.S. 
Poerwadarminta, 1976: 122) 
Penahanan adalah suatu tindakan untuk menghentikan kemerdekaan 
tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya 
ditempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut dengan Lembaga 
Pemasyarakatan. (Martiman Prodjohamidjojo, 1982: 15). 
Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Sudibjo Triatmodjo 
(1982:15) penahanan adalah suatu pancung yang memenggal kedua belah 
pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang 
yang belum tentu bersalah. Sedangkan Moeljanto mempunyai pendapat 
bahwa penahanan disediakan tempat tertentu untuk bermalam.    
Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 tersebut, semua instansi 
penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan 
dalam ketentuan tersebut telah di seragamkan istilah tindakan penahanan. 
Sehingga tidak dikacaukan lagi dengan berbagai istilah-istilah seperti yang 
tercantum dalam HIR, yang tidak membedakan dan mencampur adukan antara 
penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara yang dalam 
istilah Belanda disebut deverdachte aan te hauden (Pasal 60 ayat (1) HIR) 
yang berarti “menangkap tersangka” , dan untuk menahan sementara 
digunakan istilah voopige aan houding (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk 
perintah penahanan dimaksud Pasal 83 HIR digunakan istilah zijin gevangen 
houlding bevelen (M Yahya Harahap 2005 : 164). Dalam KUHAP semua 
menjadi sederhana dan mudah di mengerti maksudnya sehingga tidak 
dikacaukan lagi dalam istilah penahanan. 
 
 
2. Tujuan Penahanan 
Tujuan penahanan sesuai dengan Pasal 20 KUHAP adalah : 
a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas 
perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 ayat 
(1)).mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan 
oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan 
sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan 
yang akan diteruskan kepada penuntut umum,untuk digunakan sebai dasar 
pemeriksaan didepan siding pengadilan. Berarti,jika pemeriksaan 
penyidikan sudah cukup, penyidikan tidak di perlukan lagi, kecuali ada 
alasan lain untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka. (M 
Yahya Harahap 2005 :165) 
b) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk 
kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)). 
c) Penahanan yang dilakukan oleh peradilan , maksudnya untuk kepentingan 
pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan 
penahanan dengan penetapan yang di dasarkan pada perlu tidaknya 
dilakukan penahanan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan (Pasal 20 ayat (3)). 
3. Dasar Penahanan 
Menurut pendapat M Yahya Harahap yang dimaksud dengan landasan 
atau dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang 
memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Diantara unsur-unsur 
itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila salah satu 
unsur tersebut  tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas 
legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah. 
Misalnya yang di penuhi hanya unsur landasan hukum saja (unsur objektif), 
tetapi tidak di dukung dengan unsur keperluan (unsur subyektif), serta tidak 
dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 
 Menurut pendapat Kuffal, dasar penahanan tersangka atau terdakwa 
yang melakukan tindak pidana dilandaskan pada bukti (alat bukti yang sah) 
yang cukup,harus pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam KUHAP,yaitu : 
a) Dasar Hukum (Dasar Obyektif) 
Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka atau 
terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun 
pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. 
b) Dasar kepentingan (Dasar Subyektif) 
Selain didasarkan pada pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai 
dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka atau 
terdakwa juga didasarkan pada tindakan penyidikan untuk kepentingan 
penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan 
(Pasal 20 KUHP), serta didasarkan pula pada keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, 
merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak 







4. Surat Perintah Penahanan 
Surat perintah penahanan yang di keluarkan atau ditandatangani oleh 
penyidik atau penuntut umum dan penetapan perintah penahanan yang 
dikeluarkan atau ditandatangani oleh hakim (Kuffal, 2004 : 73). 
Isi dari Surat Perintah Penahanan itu antara lain : 
a) Pertimbangan (Dasar Subyektif) 
b) Dasar Hukum (Dasar Obyektif) 
c) Identitas tersangka atau terdakwa 
d) Alasan penahanan dan uraian singkat tindak pidana tersangka atau     
terdakwa 
e) Jenis dan Tempat Penahanan tersangka atau terdakwa 
f) Jangka waktu dan masa penahanan  
g) Nama dan Tanda Tangan Pihak yang menahan 
h) Tembusan Surat Perintah (SPRIN) atau penetapan penahanan 
5. Jenis Tahanan 
Jenis penahanan dapat dibedakan berdasarkan persyaratan atau 
penempatan tersangka atau terdakwa ditahan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) 
KUHAP, jenis penahanan dibedaskan sebagai berikut : 
a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) 
b) Penahanan Rumah; 
c) Penahanan Kota. 
Ketiga jenis penahanan diatas merupakan istilah resmi dari ketentuan 
Undang-undang. Seorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan 
dalam Rutan atau penahanan rumah maupun penahanan kota. 
 
Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap terdakwa didalam Rutan 
dengan segala aktifitasnya dan pembinaannya dilakukan oleh para petugas 
rutan, sedangkan pengawasan terhadap terdakwa yang mendapat penahanan 
rumah maka pengawasannya tergantung dari kebijakan pejabat yang 
berwenang tergantung kebutuhan dan tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa apakah harus dikawal terus menerus atau pengawasannya 
dilimpahkan terhadap kepada kepala desa atau kepala RT/RW dan 
pengawasan terdakwa yang mendapat penahanan kota maka pengawasannya 
tidak dilakukan secara langsung. Terhadap mereka Undang-undang hanya 
memberi “kewajiban” untuk “melapor” pada waktu yang telah ditentukan 
dalam Pasal 22 ayat 3 KUHAP.  
6. Jangka Waktu Penahanan 
 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 
berwenang melakukan penahanan. Dan untuk kepentingan penuntutan, 
penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, 
begitu juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakim berwenang 
melakukan penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau 
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti 
permulaan yang cukup diatur dalam pasal 24 sampai dengan Pasal 29 
KUHAP. 
Dalam KUHAP, masalah yang berkaitan dengan jangka waktu 
penahanan dilandasi dengan adanya tiga prinsip, yaitu : 
1) Prinsip “pembatasan jangka waktu penahanan” yang diberikan kepada 
setiap instansi penegak hukum, “telah ditentukan secara limitatif”.  Tidak 
bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apapun. Sekali jangka waktu 
penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi 
instansi yang berani mempermainkan dapat dihadapkan dalam 
praperadilan atau dalam sidang pengadilan, sehubungan dengan tuntutan 
ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. 
2) Prinsip “perpanjangan tahanan terbatas waktunya” serta terbatas 
permintaan perpanjangannya. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya 
diperkenankan “sekali saja” meminta perpanjangan masa tahananan, jika 
yang dimintakan maksimum perpanjangan.  
3) Prinsip pelepasan atau pengeluaran “demi hukum” apabila masa tahanan 
telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak 
pemeriksaan, apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah 
ditentukan, tanpa ampun, tersangka atau terdakwa yang dikenakan 
penahanan, harus dikeluarkan “demi hukum”.   (M.Yahya Harahap, 2000 : 
185)  
Untuk dapat diketahui dengan jelas inilah gambaran singkat lamanya 
penahanan sesuai yang tercantum dalam KUHAP (Karjadi dan R. Soesilo, 
1998 : 28) tertera seperti dibawah ini : 
a) (1) Penyidik Maksimum    20 hari 
(2) Diperpanjang oleh Penuntut Umum,maksimum 40 hari 
Jumlah  60 hari 
b) (1) Penuntut Umum maksimum              20 hari 
(2) Diperpanjang oleh ketua PN, maksimum  30 hari 
Jumlah 50 hari 
c) (1) Hakim Pengadilan Negri, maksimum  30 hari 
(2) Diperpanjang Ketua PN,maksimum  60 hari 
Jumlah 90 hari 
d) (1) Hakim Pengadilan Tinggi,maksimum  30 hari 
(2) Diperpanjang oleh Ketua PT,maksimum  60 hari 
Jumlah 90 hari 
 
e) (1) Hakim Mahkamah Agung,maksimum  50 hari 
(2) Diperpanjang oleh Ketua MA,maksimum              60 hari 
Jumlah 110 hari 
 
C. Tinjauan Umum Tentang terdakwa 
1. Pengertian Terdakwa 
Tentang terdakwa mengambil tempat khusus diatur dalam Bab VI yang 
terdiri dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Menurut pasal 1 Butir 
15 KUHAP, pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa, diadili disidang pengadilan. Dari penjelasan tersebut terdakwa 
adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan 
fakta yang nyata. Oleh sebab itu orang terserbut : 
a) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik 
b) Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan dan penuntut 
umum serta hakim 
c) Jika perlu terhadap terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan 
cara yang ditentukan oleh undang-undang. (M. Yahya Harahap, 2005 : 
330). 
2. Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kedudukan Terdakwa 
Membahas hak dan kedudukan terdakwa diatur didalam Bab VI 
KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut antara lain : 
a) Hak Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan 
Penjabaran prinsip pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai 
dengan Pasal 50 KUHAP, yaitu yang memberi hak yang sah menurut 
hukum dan Undang-undang kepada terdakwa : 
 
1) Berhak segera diperiksa oleh penyidik 
2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan 
3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial 
right).  
b) Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan 
1) Berhak mendapat pemberitahuan yang jelas dan dengan bahasa yang 
dimengerti oleh terdakwa tentang apa yang disangkakan kepadanya. 
2) Hak mendapat pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu 
pemeriksaan mulai dilakukan. 
3) Terdakwa juga berhak memberi keterangan dengan bebas dalam 
segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan 
penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. 
4) Terdakwa berhak mendapat juru bahasa apabila diperlukan dalam 
persidangan. 
5) Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 
6) Terdakwa berhak secara bebas memilih penasehat hukum. 
7) Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum 
berubah sifatnya menjadi “wajib”. 
c) Hak Terdakwa Dalam Masa Penahanan 
1) Terdakwa berhak menghubungi penasehat hukum 
2) Terdakwa berhak meminta pemberitahuan perihal tentang 
penahanannya kepada keluarganya, orang lain yang dibutuhkan 
bantuannya, atau terhadap orang lain yang hendak memberikan 
jaminan bagi pengalihan penahanannya. 
3) Terdakwa berhak menghubungi keluarganya dan mendapat 
kunjungan dari pihak keluarga. 
4) Terdakwa berhak mendapat kunjungan dari dokter pribadi untuk 
kepentingan kesehatannya. 
5) Terdakwa berhak atas surat menyurat. 
6) Teradakwa berhak atas kebebasan rahasia surat. 
7) Terdakwa berhak mendapat siraman rohani dan menerima 
kunjungan rohaniawan. 
d) Hak Terdakwa di muka Persidangan  Pengadilan 
1) Terdakwa berhak diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka 
untuk umum 
2) Terdakwa berhak mengajukan saksi atau saksi ahli 
3) Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian, dalam 
pemeriksaan di persidangan yang mempunyai kewajiban untuk 
membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 
penuntut umum. 
e) Hak terdakwa Untuk melakukan Upaya Hukum 
 Apabila terdakwa tidak puas dengan putusan hakim, maka 
terdakwa mempunyai hak untuk : 
1) Terdakwa berhak untuk memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa 
permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada Pengadilan tinggi 
dan  permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 
2) Terdakwa juga berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, 
berupa permintaan pemeriksaan “peninjauan kembali” terhadap 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
 
f) Hak terdakwa untuk menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi 
Dalam KUHAP terdakwa diberi hak untuk menuntut ganti rugi dan 
rehabilitasi apabila : 
1)  Penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan 
tanpa alasan hukum yang sah 
2) Putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak 
pidana yang di dakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan 
atau pelanggaran. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara 
1. Landasan Hukum Rumah Tahanan Negara (Rutan) 
Landasan hukum yang mengatur tentang Rutan adalah Keputusan 
Menteri Kehakiman No. M.04 UM. 01.06 Tahun 1983 tentang penetapan 
Lembaga Pemasyarakatan tertentu sabagai Rutan. Keputusan Menteri 
Kehakiman dimaksud mempunyai dua lampiran, yaitu : 
a. Lampiran I 
Berisi daftar lembaga pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rutan. 
b. Lampiran II 
Berupa daftar Lembaga Pemasyarakatan yang disamping tetap 
dipergunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan, beberapa ruangannya 
ditetapkan sebagai Rutan. 
Memperhatikan Lampiran I dan II Keputusan Menteri Kehakiman 
tersebut, hampir terpenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 27 
Tahun 1983, yang mengharuskan adanya Rutan pada setiap Ibukota dan 
Kabupaten. Pengadaannya tidak ditempuh dengan jalan membangun Rutan 
baru yang representatif. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu 
singkat. Jalan pintas yang diambil yaitu mengalihkan beberapa Lembaga 
Pemasyarakatan menjadi Rutan sesuai dengan apa adanya. Sebagian Lembaga 
Pemasyarakatan tadi diubah dan dialihkan menjadi Rutan seperti yang 
terdapat dalam Lampiran I. Sedangakan yang sebagian lagi hanya beberapa 
ruangan saja yang dialihkan menjadi Rutan seperti yang ditetapkan dalam 
Lampiran II.  
Tentang siapa saja yang ditempatkan dalam Rutan dijelaskan lebih lanjut 
dalam Pasal 19 PP No. 27 Tahun 1983 : 
1) Didalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung  
2) Semua tahanan berada dan ditempatkan dalam Rutan tanpa kecuali, tetapi 
tempat tahanan dipisahkan berdasarkan : 
a) Jenis kelamin, 
b) umur, dan  
c) tingkat pemeriksaan. 
2. Fungsi Kepala Rutan 
Kepala Rumah Tahanan Negara pada pokoknya mempunyai tiga fungsi 
utama yaitu : 
a. Berfungsi menerima tahanan 
Menurut Pasal 22 PP No. 27 Tahun 1983, Rutan dipimpin oleh 
seorang Kepala Rutan, mengatur tata tertib Rutan berdasarkan pedoman 
yang ditentukan Menteri Kehakiman. Salah satu fungsi Pengelola Kepala 
Rutan antara lain menerima tahanan dalam Rutan. Inilah salah satu fungsi 
operasional Kepala Rutan, menerima tahanan dari aparat penegak hukum 
yang tersangka atau terdakwanya masih dalam proses penyidikan, 
penuntutan atau pemerikasaan di Pengadilan. Tahanan seperti itu diterima 
Kepala Rutan sesuai dengan penegasan Pasal 19 ayat (4) PP No. 27 Tahun 
1983 jo. Pasal 2 Pengaturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM01.06 
Tahun 1983. 
Sehubungan dengan penerimaan tahanan dalam Rutan, ada beberapa 
hal yang harus dilakukan oleh Kepala Rutan, antara lain : 
1) Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan 
berdasar tingkat pemeriksaan. 
2) Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat 
penahanan yang sah, sesuai Pasal 19 ayat (4) PP No. 27 Tahun 1983. 
Dalam menerima tahanan Kepala Rutan harus lebih dahulu melakukan 
beberapa penelitian, antara lain : 
a) Surat Dasar Penahanan 
Apakah penahanan itu sah atau tidak sesuai dengan surat yang 
menjadi dasar penahanan. Jika tidak ada surat perintah penahanan 
atau surat penetapan penahanan, Kepala Rutan tidak wajib 
menerima tahanan, bahkan peraturan melarang untuk 
menerimanya. 
b) Mencocokkan identitas penahanan 
Hal ini perlu diperhatikan oleh Kepala Rutan agar tidak terjadi 
kekeliruan orang yang ditahan. Kekeliruan mengenai orang yang 
ditahan dapat berakibat tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur 
dalam pasal 95 ayat (2) jo. Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983. 
c) Penggeledahan Badan atau Barang 
Pada saat pejabat Rutan menerima tahanan, dibenarkan oleh 
hukum melakukan penggeledahan badan atau barang yang 
dibawah tahanan. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf c 
Keputusan Menteri Kehakiman, merupakan wewenang yang 
diberikan hukum kepada pejabat Rutan tanpa memerlukan surat 
ijin dari Ketua Pengadilan Negeri seperti yang telah ditentukan 
dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP.  
d) Membuat Daftar Bulanan Tahanan 
Fungsi lain yang harus dipenuhi pejabat Rutan dalam menerima 
tahanan yaitu membuat daftar bulanan tentang tahanan sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan. Diatur dalam Pasal 19 ayat (5) PP 
No. 27 Tahun 1983. Laporan bulanan tahanan disampaikan kepada 
Direktur Jendral Pemasyarakatan dan tembusannya disampaikan 
kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas 
tahanan serta kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang 
bersangkutan.  
e) Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau 
perpanjang penahanannya. Diatur dalam Pasal 19 ayat (6) PP No. 
27 Tahun 1983. Pemberitahuan ini sangat penting sehubungan 
penjalinan kerjasama yang baik untuk menghindari kelalaian pihak 
yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.  
b. Berfungsi mengeluarkan tahanan 
Pengertian pengeluaran tahanan berbeda dengan pembebasan atau 
pelepasan dari Rutan. Pengeluaran dari Rutan adalah bersifat sementara. 
Sedangkan pembebasan atau pelepasan dari Rutan merupakan tindakan 
pejabat Rutan yang bersifat membebaskan datri Rutan sehingga orang 
yang dibebaskan tidak ada lagi sangkut paut yuridis maupun 
administrasinya dengan Rutan. Tindakan pengeluaran tahanan dari Rutan 
dilakukan dengan sementara maka tahanan tersebut secara yuridis maupun 
administrasinya masih terikat dengan Rutan. Diatur dalam Bab IV 
Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 mulai 
pasal 12 dan seterusnya. Dari peraturan tersebut terdapat tiga dasar 
mengeluarkan tahanan dari Rutan, antara lain : 
1. Pengeluaran tahanan untuk kepentingan pemeriksaan 
2. Pengeluaran tahanan karena pengalihan jenis tahanan 
3. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan. 
c. Berfungsi membebaskan tahanan 
Tugas pejabat Rutan yang lain adalah membebaskan tahanan dari 
Rutan. Ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar 
membebaskan tahanan dari Rutan seperti yang diatur dalam Pasal 26 
Peraturan Menteri Kehakiman No. 04.UM.01.06 Tahun 1983 yaitu : 
1) Karena tidak diperlukan lagi penahanan 
2) Apabila hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan 
yang dijalani. 
3) Pembebasan tahanan demi hukum, antara lain : 
a) Masa tahanan telah habis tetapi tidak ada surat perpanjangan 
penahanan. 
b) Sepuluh hari sebelum masa penahanan Kepala Rutan telah 
memberitahukan hal tersebut kepada instansi yang memerintahkan 
penahanan. 
c) Dalam hal seperti ini tahanan dibebaskan terlebih dahulu 
berkonsultasi dengan pihak instansi yang memerintahkan 
penahanan. 
Diluar ketiga alasan tersebut diatas, pejabat Rutan tidak berwenang 
melakukan pembebasan tahanan (M. Yahya Harahap, 2005 : 170-178). 
 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Jenis Penahanan 
1. Pengertian Pengalihan Jenis Penahanan 
Pengalihan jenis Penahanan adalah pengalihan jenis penahanan terhadap 
tersangka atau terdakwa dari penahanan di dalam Rutan menjadi penahanan 
rumah maupun penahanan kota, tetapi penahanan itu masih sah dan resmi 
berlaku. Pelaksanaan penahanan didalam Rutan akan dihentikan dengan jalan 
mengeluarkan tersangka atau terdakwa untuk menjalani penahanan rumah 
atau penahanan kota, setelah pihak Rutan mendapat surat perintah pengalihan 
jenis penahanan dari instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat 
pengalihan jenis penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa 
yang ditahan atu orang lain yang bertindak untuk menjamin pengalihan jenis 
penahanan.  
Pengalihan jenis penahanan di atur dalam pasal 23 KUHAP yang 
berbunyi “Penyidik atau Penuntut Umum maupun Hakim berwenang 
“mengalihkan” atau mengubah jenis penahanan dari jenis yang satu kepada 
jenis penahanan yang lain”. Menurut peraturan diatas instansi-instansi yang 
menahan berwenang mengubah  penahanan Rutan menjadi jenis penahanan 
rumah atau kota.  
Dalam melaksanakan tugas pengeluaran tahanan disebabkan peralihan 
jenis penahanan setelah mendapat surat perintah resmi dari instansi-instansi 
yang terkait maka pejabat Rutan berpedoman pada peyunjuk yang ditentukan 
dalam pasal 24 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 yang 
berbunyi sebagai berikut : 
a. Pengalihan Jenis Tahanan harus berdasar surat yang sah dari instansi yang 
menahan.  
Apabila terjadi pengalihan penahanan, pejabat Rutan harus 
memperhatikan beberapa petunjuk sebagai berikut : 
 
1) Meneliti surat perintah pengalihan penahanan, apakah surat perintah 
itu dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas penahanan, dan 
2) Memeriksa kesehatan tahanan yang akan dikeluarkan kepada dokter 
Rutan dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan 
kepada tahanan sendiri.  
b. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada 
Rutan dengan berita acara serta mencatat dalam buku register. 
c. Membuat berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 
(3) huruf b. 
2. Tata Cara Pengalihan Jenis Penahanan 
Tata Cara pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan adalah sebagai 
berikut : 
a. Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan “surat perintah” 
tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis penahanan. 
b. Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan 
dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”. 
c. Tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis 
penahanan diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta kepada instansi 
yang berkepentingan. 
Misalnya, Seorang yang di kenakan penahanan rumah oleh penyidik, 
pengawasan penahanan , penyidik melimpahkan kepada kepala desa, 
dengan demikian kepala desa ikut dilibatkan sebagai pejabat yang 
berkepentingan dalam penahanan. Oleh sebab itu, tembusan surat perintah 
peralihan jenis tahanan harus diberikan kepadanya. 
 
 Menurut pendapat M.Yahya Harahap, Pengalihan Jenis Penahanan 
dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada para pihak yang terkait 
dengan penahanannya (Pinyidik, Penuntut Umum, Hakim) untuk meminta 
Pengalihan Jenis Penahanan dari penahanan rumah tahanan negara (Rutan) ke 
jenis penahanan rumah atau kota. 
Walaupun menurut Undang-undang yang resmi tidak ada ketentuan 
untuk seorang tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan 
pengalihan penahanan. Karena menurut Undang-undang yang ada saat ini 
hanya melihat dari sudut pejabatnya saja, yaitu menjelaskan adanya 
wewenang pejabat penegak hukum yang mengeluarkan perintah penahanan 
untuk mengalihkan jenis penahanan.  
Oleh sebab itu, setiap saat seorang tersangka atau terdakwa mengajukan 
permohonan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rumah tahanan 
Negara (Rutan) kejenis penahanan rumah atau kota, maka pejabat yang 
bersangkutan dapat memperkenankan permohonan tersebut berdasarkan pada 
pertimbangan yang memungkinkan peralihan tersebut. 
Akan tetapi, sebaliknya pejabat yang bersangkutan tanpa diminta dapat 
mengalihkan penahanan tersebut berdasarkan pada wewenang yang diberikan 
Undang-undang kepada pejabat tersebut dan pejabat tersebut dapat 
mengalihkan penahanan kota ke jenis penahan rumah tahanan Negara (Rutan). 
3. Jaminan Pengalihan Jenis Penahanan 
Mengenai tata cara Jaminan Pengalihan Jenis Penahahan tidak diatur 
secara terperinci oleh Undang-undang yang resmi tetapi didalam prakteknya 
dilapangan Jaminan Pengalihan Jenis Penahanan hampir sama dengan 
Jaminan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang yaitu berupa 
perjanjian pengalihan jenis penahanan dimana seseorang bertindak dan 
menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa 
penasehat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai 
hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi “pernyataan” dan 
kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan 
bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila 
tahanan melarikan diri.      
4. Pengurangan Masa Tahanan    
Menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdapat ketentuan yang 
memerintahkan kepada hakim atau pengadilan yang memutus perkara, agar 
memperhatikan masa penangkapan dan penahanan untuk kemudian 
“dikurungkan” seluruhnya dari jumlah hukuman yang akan dijatuhkan. 
Pengurangan masa tahanan menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, bersifat 
“imperatif” atau bersifat “memaksa”. Berdasarkan sifatnya yang “imperatif” 
maka dengan sendirinya merupakan “kewajiban” bagi hakim untuk 
mengurangi masa penangkapan dan penahanan dalam putusan pidana yang 
akan dijatuhkan.  
Ketentuan ini bersifat imperatif karena bertitik tolak dari susunan 
redaksi, tidak dijumpai kata-kata “boleh” ataupun “dapat”. Redaksinya 
berbunyi ”Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan”. Agar ketentuan ini lebih jelas mengandung 
perintah dan memaksa, sebaiknya antara penahanan dan dikurangkan , 
disisipkan kata “harus” atau “mesti” ataupun “wajib”, sehingga maksud dari 
kalimat ini adalah harus atau mesti ataupun wajib dikurangkan dan didasarkan 
pada “rasa keadilan,kepatutan dan kemanusiaan”.  
Sistem pengurangan masa tahanan diatur dalam Pasal 22 ayat (5) 
KUHAP, yang membedakan pengurangan masa tahanan ditinjau dari jenis 
penahanan. Makin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah 
pengurangan. Semakin berat jenis penahanan semakin “penuh” jumlah 
pengurangan, seperti penjelasan dibawah ini :  
a) Penahanan Rutan, penguranganya sama dengan jumlah masa penahanan. 
Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari 
dengan 1 hari. 
b) Penahanan Rumah, penguranganya sama dengan 1/3 kali jumlah 
penahanan. Misalkan kalau masa penahanan rumah yang dialami seorang 
tersangka atau terdakwa 50 hari maka penguranganya 1/3 X 50 hari. 
c) Penahanan Kota, jumlah pengurangan masa penahananya sama dengan 1/5 
jumlah masa penahanan kota yang dijalani. Misalkan seorang tersangka 
atau terdakwa telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari maka 
jumlah pengurangan masa penahanan adlah 1/5 X 50 hari. (M Yahya 
Harahap 2005 : 184). 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Pelaksanaan penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan dan Undang-
undang yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
adalah sebagai landasan hukum peradilan pidana membawa konsekwensi kepada 
aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan 
cara lama baik dalam berfikir maupun bersikap dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana. 
Penangkapan dan panahanan terhadap terdakwa atau tersangka dilakukan 
untuk tujuan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban serta 
kenyamanan dalam masyarakat, akan tetapi sering terjadi penangkapan dan 
penahanan terhadap orang yang tidak bersalah atau dilakukan melampaui batas 
waktu penahanan yang telah ditentukan sehingga tersangka atau terdakwa 
menderita lahir dan batin akibat dari tindakan para aparat penegak hukum 
tersebut. 
 Negara hukum (Rule of law), bersifat universal yang mempunyai ciri-ciri 
antara lain pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas dari 
tindakan Negara atau pemerintah dan juga tindakan aparatur Negara yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum serta terjaminnya peradilan yang bebas. 
Konsekwensinya adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut 
dalam hukum acara pidana.  
Sebagai hasil dari sendi-sendi dalam hukum acara pidana yaitu akan 
menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar hukum acara pidana 
yang bersangkutan dan bersifat universal. Adapun perwujudan dari hak asasi 
manusia dari tersangka atau terdakwa tersebut adalah upaya untuk mengajukan 
pengalihan jenis penahanan kepada pihak yang berwajib. 
Hal tersebut sesuai dengan perwujudan asas yang ada dalam KUHAP yaitu 
dalam proses penyelenggaraan acara pidana yang memuat tentang asas praduga 
tak bersalah (Presumption of innocent), yang berarti bahwa seseorang dianggap 
tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya serta putusan itu harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka 
atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim 
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua 
instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. 
Sedangkan untuk pelaksanaan pengalihan penahanan diatur didalam Pasal 
23 KUHAP yaitu penyidik atau penuntut umum maupun hakim berwenang 
“mengalihkan” atau mengubah jenis penahanan dari jenis penahanan yang satu ke 
jenis penahananan  yang lain. Apabila terjadi pengalihan jenis penahanan 
dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut 
umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau 
terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. 


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
 
A. Tata cara Pelaksanakan Pengalihan Jenis Penahanan yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan terhadap status penahanan terdakwa 
1. Uraian Singkat Kasus yang diteliti 
Penulis telah melakukan penelitian tentang pelaksanakan pengalihan 
penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri 
dan hasil studi tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Identitas Terdakwa 
Berkas perkara pidana dalam perkaranya nomor : 
103/Pid.B/2005/PN.Wng atas: 
Nama lengkap   : DANANG SARSONO BIN  
KROMO PAWIRO 
Tempat lahir   : Surakarta 
Umur atau Tanggal lahir : 48 tahun / 21 Juni 1957 
Jenis kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal   : Kp. Joho Lor Rt. 04/04, Kelurahan  
  Giriwono, Kecamatan Wonogiri, 
  Kabupaten Wonogiri 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Swasta 
38 
Pasal yang didakwakan  : Pasal 303 ayat 1-2 
b. Status Penahanan Terdakwa 
Yang mana terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat 
perintah / penetapan penahanan : 
1) Penyidik tanggal 19 Agustus 2005 Nomor . Pol : SP 
Han/95/VIII/2005/Reskrim sejak tanggal 19 Agustus 2005 s/d 
tanggal 7 September 2005  
2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2005 No. 
43/0.3.35/Epp-2/8/05 sejak tanggal 08 September 2005 s/d tanggal 
17 Oktober 2005 
3) Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2005 Nomor. PRINT-
58/0.3.35/Ep.2/10/2005 sejak tanggal 03 Oktober 2005 s/d tanggal 
22 Oktober 2005 
4) Hakim Pengadilan Negri tanggal 07 Oktober 2005 No. 
103/Pid.B/2005/PN.Wng. sejak tanggal 07 Oktober 2005 s/d tanggal 
05 November 2005. 
c. Penetapan Hakim dalam Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan 
Berdasarkan hasil persidangan tertanggal 27 Oktober 2005  
Majelis Hakim Pengadilan Negri Wonogiri yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa: 
1) Membaca berkas Pidana Nomor 103/Pid.B/2005/PN.Wng. atas nama 
DANANG SARSONO BIN KROMO PAWIRO ; 
2) Membaca Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negri 
Wonogiri tertanggal 07 Oktober 2005 Nomor : 127 
/Pen.Pid/2005/PN.Wng. atas nama   DANANG SARSONO BIN 
KROMO PAWIRO ; 
3) Membaca Surat Permohonan dari Sdri. LESTARI (istri terdakwa) 
tertanggal 17 Oktober 2005 perihal mohon pengalihan penahanan 
dari Rumah Tahanan Negara di wonogiri menjadi tahanan rumah ; 
Menimbang, bahwa permohonan pemohon dipandang memenuhi 
persyaratan dan memenuhi ketentuan serta dipandang cukup beralasan 
untuk dapat dipertimbangkan ; 
Menimbang, bahwa pemohon Sdri. LESTARI (istri terdakwa) 
sanggup untuk menjadi penjamin atas diri terdakwa DANANG 
SARSONO BIN KROMO PAWIRO serta bersedia menjadi gantinya 
apabila terdakwa melarikan diri ; 
Menimbang, bahwa pemohon tersebut cukup beralasan sehingga 
dapat dikabulkan ; 
Mengingat Pasal 22 KUHAP jo. Pasal 23 KUHAP ; 
MENETAPKAN 
Mengabulkan permohonan pemohom Sdri. LESTARI tersebut diatas 
untuk mengalihkan jenis penahanan atas diri terdakwa DANANG 
SARSONO BIN KROMO PAWIRO dari Tahanan Rumah Tahanan 
Negara di Wonogiri menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 27 
Oktober 2005 ; 
Memerintahkan agar penahanan atas terdakwa  DANANG SARSONO 
BIN KROMO PAWIRO yang di tahan di  Rumah Tahanan Negara di 
Wonogiri menjadi tahanan rumah ; 
Memerintahkan agar supaya Jaksa Penuntut Umum segera 
mengeluarkan terdakwa  DANANG SARSONO BIN KROMO 
PAWIRO dari Rumah Tahanan Negara di Wonogiri ; 
Penetapan Pengalihan Jenis Penahanan terhadap terdakwa Danang 
Sarsono dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri 
yang diketuai oleh Sudiyatno, SH dengan penetapan nomor : 103 / Pen. 
Pid / 2005 / PN. WNG.  
Sebelum adanya penetapan pengalihan jenis penahanan yang 
dikeluarkan oleh pengadilan, telah diserahkan surat permohonan dari 
Sdri. Lestari (istri terdakwa) pada tanggal 17 0ktober 2005 perihal 
pengalihan jenis penahanan terdakwa Danang Sarsono dari tehanan di  
Rumah tahanan negara (Rutan) menjadi penahanan rumah dan sdri. 
Lestari bersedia bertindak sebagai penjamin atas diri terdakwa Danang 
Sarsono serta bersedia menjadi gantinya apabila terdakwa melarikan 
diri. 
Dengan adanya surat perintah penetapan pengalihan penahanan 
yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sudiatno, SH 
maka secara otomatis menjadi tugas penuntut umum Sri Murni, SH 
sebagai eksekutor untuk segera bertindak dan memberitahukan kepada 
Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri Sri Swasti, Bc. IP bahwa 
terdakwa Danang Sarsono terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2005 
harus dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Wonogiri dan statusnya 
menjadi tahanan rumah tetapi masih dalam pengawasan pihak Rumah 
Tahanan Negara Wonogiri. 
Setelah dikeluarkannya surat perintah pengalihan penahanan 
tersebut maka akan berdampak terhadap pihak-pihak yang berkaitan 
dengan penahanan terdakwa yaitu Hakim sebagai pejabat yuridis yang 
mengeluarkan perintah pengalihan penahanan, Penuntut Umum sebagai 
pihak yang membuat  surat dakwaan bagi terdakwa, dan juga kepala 
Rutan yang bertanggung jawab atas keberadaan terdakwa di dalam 
Rumah Tahanan Negara. 
 Pengalihan jenis penahanan di atur dalam pasal 23 KUHAP yang 
berbunyi “Penyidik atau Penuntut Umum maupun Hakim berwenang 
“mengalihkan” atau mengubah jenis penahanan dari jenis yang satu 
kepada jenis penahanan yang lain”. Menurut peraturan diatas instansi-
instansi yang menahan berwenang mengubah  penahanan Rutan menjadi 
jenis penahanan rumah atau kota. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku segala 
sesuatu yang menyangkut penahanan diatur dan didasarkan pada pasal 
20 sampai dengan pasal 30 dan pelaksanaan pengalihan penahanan harus 
berpedoman pada pasal 23 KUHAP. Dengan demikian pengertian 
pengalihan jenis penahanan menjelaskan pada proses pelaksanaan 
penahanan terhadap terdakwa harus dialihkan menjadi penahanan rumah 
atau kota. 
Pengalihan jenis penahanan yang penulis teliti di Rumah Tahanan 
Negara Wonogiri adalah Pengalihan Jenis Penahanan seorang terdakwa 
yang sedang menjalani penahanan dengan jaminan orang (istri terdakwa) 
bukan dengan jaminan berupa uang. Jenis jaminan pengalihan jenis 
penahanan hampir sama  dengan jaminan penangguhan penahanan 
karena dalam Pengalihan Jenis Penahanan pada umumnya jaminannya 
orang sedangkan penangguhan penahanan jaminannya bisa berupa uang 
atau orang. Jika pengalihan jenis penahanan, maka orang yang 
memberikan jaminan terhadap terdakwa tersebut harus melaksanakan isi 
perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terdakwa 
ingkar janji kepada kesanggupannya maka penjaminlah yang 
menanggung akibatnya sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan 
aparat yang terkait.  
Pelaksanaan perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh 
pengadilan terhadap status penahanan terdakwa, ada tiga pihak yang 
berwenang terhadap proses pelaksanaan pengalihan penahanan yaitu 
pejabat yuridis yang melakukan penahanan dan pengalihan penahanan 




2. Pelaksanaan pengalihan jenis penahanan bagi pejabat yuridis yang berwenang 
d. Hakim 
Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Landasan-landasan 
hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengadili suatu perkara dapat 
disimak dalam KUHAP dan Undang-undang No 4 tahun 2004 Mengadili 
adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan 
memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak 
di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini 9 Pasal 1 butir 9 KUHAP ).  
Dari ketentuan tersebut diatas bahwa peran, fungsi dan wewenang 
hakim sudah diatur dalam KUHAP. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 
penyusunan KUHAP menyerahkan peran dan  fungsi keyakinan hakim 
kepada praktek peradilan atau kepada setiap orang yang berkedudukan 
sebagai hakim agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang mengadili 
dan hakim wajib dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan 
penetapannya atau putusannya pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. 
Seorang hakim tidak hanya bertugas sebagai aparat penegak hukum saja 
melainkan juga sebagai penegak keadilan. Atas dasar itu tugas seorang 
hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat 
penegak hukum yang menegakan keadilan harus mengikuti, menggali dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. 
Keyakinan seorang hakim harus berdiri diatas asas kebebasan, 
kejujuran dan ketidak berpihakan terhadap salah satu pihak yang sedang 
berperkara. Terkait dengan keyakinan hakim tersebut secara umum 
masyarakat mengenal tiga macam keyakinan antara lain : 
1) Ilmu yakin adalah keyakinan yang diperoleh melalui ilmu 
pengetahuan. 
2) Ainul yakin adalah keyakinan yang diperoleh dengan menyaksikan 
secara langsung dengan mata kepala sendiri. 
3) Haqul yakin adalah keyakinan yang diperoleh karena mengalami atau 
merasakan sendiri secara langsung. ( Kuffal, 2004 : 40 ) 
Hakim sebagai pejabat yuridis yang berwenang melakukan perintah 
pengalihan penahanan haruslah cermat dan teliti dalam memberikan 
keputusan perintah pengalihan penahanan. Artinya seorang hakim harus 
meneliti dan memahami alasan permohonan pengalihan penahanan yang 
diajukan oleh pemohon (Pengacara terdakwa atau keluarga terdakwa 
sebagai penjamin) dan juga memperhitungkan resiko yang akan terjadi 
apabila permohonan pengalihan penahanan yang di berikan kepada 
terdakwa sesuai keyakinan yang dimiliki seorang hakim dengan 
pertimbangan peraturan-peraturan yang mengatur pengalihan jenis 
penahanan. 
Dalam memberikan perintah pengalihan penahanan seorang hakim 
juga harus memperhatikan alasan-alasan subyetif maupun obyektif yang 
diajukan oleh pemohon pengalihan penahanan: 
Alasan-alasan  hakim dalam memberikan perintah pengalihan 
penahanan antara  lain : 
1) Karena alasan anak-anak terdakwa tidak ada yang memberi nafkah 
2) Karena alasan dalam keadaan sakit dan dalam masa pengobatan 
3) Karena alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam 
bidang ekonomi dan hanya tergangtung pada penghasilan terdakwa 
4) Karena alasan logis lainnya yang mendesak bagi hakim untuk dapat 
mengeluarkan perintah pengalihan penahanan. 
Dalam memberikan perintah pengalihan penahanan seorang hakim 
juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dan tersediri. 
Pertimbangan-pertimbangan ini diambil seorang hakim untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan dan untuk mengantisipasi 
hal-hal yang tidak di inginkan hakim mempunyai pertimbangan, antara 
lain : 
1) Apakah jika ada pengalihan penahanan tidak akan mempersulit 
pengawasan terhadap terdakwa ? 
2) Apakah jika terdakwa dialihkan penahanannya akan patuh terhadap 
peraturan dan tidak akan melarikan diri ?  
3) Apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan 
membahayakan berbagai kepentingan atau tidak ? 
4) Apakah ada jaminan atau tidak ? 
5) Apakah terdakwa mempunyai alamat dan status yang jelas ? 
6) Apakah terdakwa mempunyai pekerjaan tetap ? 
7)  Apakah jika ada pengalihan penahanan tidak akan membahayakan 
keselamatan terdakwa ? (jika terkait dengan musuh terdakwa) 
Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut bersifat relatif, 
tergantung dari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdawa. 
Pembahasan yang penulis bahas adalah kasus terdakwa Danang Sarsono 
dengan nomor perkara 103 / Pid. B / 2005 / PN. Wng. 
a) Alasan subyektif hakim 
1). Terdakwa mempunyai keluarga dan anak-anak yang masih kecil 
sehingga keluarga dan anak-anak terdakwa masih butuh kasih 
sayang dan pendampingan dari terdakwa. 
2). Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung atau pencari 
nafkah bagi keluarganya untuk menunjang kebutuhan ekonomi 
dalam keluarganya. 
b) Alasan obyektif dan pertimbangan hakim 
1). Pengawasan terhadap terdakwa dirasa tidak akan mempersulit 
sehingga hakim mengeluarkan perintah pengalihan penahanan. 
2). Hukuman yang dijalani tersangka dirasa tidak berasal dari pasal-
pasal yang terlalu berat. 
3). Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak membahayakan 
orang lain atau masyarakat yang tinggal dilingkungan tempat 
tinggal terdakwa. 
4). Adanya jaminan orang yaitu  dari istri terdakwa (Lestari) yang 
bersedia menjaminkan dirinya secara suka rela tanpa paksaan dari 
orang lain terhadap terdakwa Danang Sarsono.  
5). Terdakwa bersedia mematuhi segala peraturan yang menyangkut 
kewajiban tersangka. 
Menurut KUHAP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman, pelaksanaan pengalihan penahanan harus 
mendapatkan penandatanganan penetapan perintah pengalihan penahanan 
tersebut. Adapun isinya adalah sebagai berikut: 
a) Pasal 200 KUHAP 
Surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika 
setelah putusan itu diucapkan. 
b) Pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
i. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim 
yang memutus dan penitera yang ikut bersidang. 
ii.  Penetapan, ikhtiar rapat permusyawaratan, dan berita acara 
pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan 
panitera sidang. 
 
Berdasar penetapan pengalihan penahanan  kasus terdakwa Danang 
Sarsono dengan nomor perkara 103 / Pid. B / 2005 / PN. Wng menurut 
penulis putusan tersebut tidak terjadi pelanggaran hukum dan telah sesuai 
dengan Pasal 200 KUHAP dan  Pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004 yaitu putusan tersebut telah diketahui dan telah 
ditandatangani oleh hakim ketua majelis. 
e. Penuntut Umum 
Penuntut umum adalah merupakan pejabat yang bernaung dalam 
suatu lembaga Institusi Kejaksaan baik Kejaksaan Negeri maupun 
Kejaksaan Tinggi, tergantung pada tingkatannya. Menurut pengertian 
pasal 13 KUHAP yaitu : “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini utuk melakukan penuntutan dan 
melakukan putusan hakim”. 
Dengan pengertian tersebut, didalam rumusannya dirasa ada yang 
kurang, sebab seorang penuntut umum tidak hanya melaksanakan putusan 
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya 
tetapi penuntut umum jaga melaksanakan “Penetapan Hakim”, semisal 
melaksanakan penetapan hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari 
tahanan karena adanya perintah pengalihan penahanan. 
Perintah pengalihan penahanan oleh hakim bagi penuntut umum 
adalah sebuah perintah yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh 
menundanya. Penuntut umum adalah bertindak sebagai eksekutor 
memberitahukan kepada kepala Rutan untuk segera memindahkan 
terdakwa dari dalam Rutan ketempat penahanannya yang baru yaitu 
dirumahnya sendiri. Sesuai dengan kasus yang penulis teliti Penetapan 
Hakim yang dikeluarkan oleh Sudiatno, S.H terhitung sejak tanggal 27 
Oktober 2005 memerintahkan kepada penuntut umum Sri Murni, S.H 
untuk segera melaksanakan penetapan pengalihan penahanan terhadap 
Danang Sarsono dari penahanan di Rutan menjadi penahanan Rumah. 
f. Kepala Rutan 
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah peraturan yang mengatur 
tentang pemasyarakatan, tetapi selain pemasyarakatan di dalamnya juga 
diatur tentang Rutan. Rutan adalah tepat untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana 
Sistim pembinaan di Rutan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Seorang terdakwa juga mempunyai hak untuk mengajukan 
pengalihan penahanan, baik penahanan kota maupun penahanan rumah. 
Pejabat yuridis yang bertanggung jawab terhadap seorang terdakwa 
didalam Rutan adalah Kepala Rutan. Oleh sebab itu harus ada koordinasi 
yang baik antara Kepala Rutan dengan pejabat yuridis yang terkait seperti 
Hakim dan penuntut umum. Apabila ada perintah atau penetapan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yuridis yang berwenang atas terdakwa dapat 
segera ditindak lanjuti segera oleh Kepala Rutan. Tetapi harus sesuai 
dengan prosedur dan juga harus meneliti secara cermat apakah perintah itu 
sudah benar dengan ketentuan yang berlaku. 
Dengan adanya perintah pengalihan penahanan terdakwa oleh 
Hakim secara otomatis sebagai pihak eksekutor, penuntut umum sesegera 
mungkin melanjutkan prosesnya ke Kepala Rutan yang mana mempunyai 
tanggung jawab secara fisik atas penahanan terdakwa. Hal ini di atur 
dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 
1983. Petugas Rutan mengeluarkan tahanan dari Rutan karena adanya 
perintah pengalihan penahanan dari instansi yang menahan. Disinipun 
harus dibedakan antara pembebasan dari tahanan dengan pengalihan 
penahanan. Pada pembebasan tahanan dikeluarkan dari Rutan tanpa syarat 
karena penahanan tidak lagi diperlukan atau penahanan bertentangan 
dengan hukum. Dapat dikatakan, pembebasan adalah pelepasan tahanan 
dari Rutan secara murni. Lain halnya dengan pengalihan penahanan, jika 
ditinjau dari segi yuridis, orang yang dialihkan penahanannya masih 
berstatus tahanan. Cuma penahanannya dialihkan dengan syarat-syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 22 dan 23 KUHAP. Pelaksanaan pengalihan 
penahanan tahanan dibebaskan dari Rutan, tapi pembebasananya tidak 
murni karena penahanan tidak diperlukan, penahanan telah melampaui 
batas waktu yang ditentukan undang-undang atau karena penahanan tidak 
sah menurut hukum. Selain itu, pengalihan dapat dicabut kembali oleh 
instansi yang menahan.  
Setelah diperiksa dalam hal administrasinya (tanggung jawab yuridis 
atas terdakwa yaitu pejabat yang menahan terdakwa), maka Kepala Rutan 
dapat mengeluarkan terdakwa dari Rutan karena alasan telah mendapat 
perintah pengalihan oleh pejabat yuridis yang berwenang. Dalam hal ini 
sikap Kepala Rutan mesti berhati-hati meneliti surat pengalihan 
penahanan , sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHAP pengalihan 
jenis penahanan hanya dapat dilakukan oleh instansi yang menahannya. 
Dari pernyataan diatas apabila terdakwa tersebut telah mendapat 
pengalihan penahanan oleh pejabat yuridis yang berwenang (institusi yang 
melakukan penahanan), maka Kepala Rutan dapat segera mengeluarkan 
terdakwa dari Rutan. Sehubungan dengan fungsi pengeluaran tahanan atas 
alasan pengalihan penahanan, Kepala Rutan dalam hal ini juga 
menyangkut petugas Rutan yang berkompeten harus memperhatikan 
petunjuk yang digariskan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kehakiman 
No. M. 04. UM. 01. 06/1983 , yaitu : 
1) Pengalihan jenis tahanan harus berdasar surat yang sah dari instansi 
yang menahan. 
a) Meneliti surat perintah pengalihan penahanan, apakah benar 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas penahanan.  
b) Memeriksa kesehatan tahanan yang akan dikeluarkan kepada 
dokter Rutan dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang 
menahan dan kepada tahanan sendiri. 
2) Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan 
pada Rutan dengan berita acara serta mencatat dalam buku register. 
3) Membuat berita acara serah terima. 
Memang hal ini tidak ditentukan, tetapi sebaiknya berita acara serah 
terima dibuat untuk melengkapi administrasi dan pertanggungn yang 
baik.Hal ini sesuai dengan ketrentuan Pasal 22 ayat (3) huruf b. (M Yahya 
Harahap, 2005 : 175-176)  
Jadi, dapat disimpulkan pelaksanaan  perintah pengalihan  
penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan bagi Kepala Rutan adalah 
menyangkut kewenangan Kepala Rutan selaku pejabat yuridis yang 
bertanggung jawab atas keberadaan penahanan terdakwa dalam Rutan 
untuk dapat melaksanakan pengeluaran terdakwa dari tahanan dengan 
syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa melanggar 
ketentuan yang ada, tentu saja setelah terjadi kecocokan terhadap segala 
sesuatu hal yang berkaitan erat dengan pengeluaran terdakwa tersebut. 
 
3.  Pelaksanaan pengalihan penahanan bagi terdakwa dan penjaminnya. 
Jika pihak tertentu berada dalam suatu tahanan atau berstatus tahanan 
tentulah tahanan itu layak dan beralasan untuk berusaha mendapatkan 
penahanan yang lebih ringan seandainya penahanan terhadap dirinya tidak 
dapat dihindari. Apabila upayanya tersebut berhasil dalam konteks disetujui 
oleh pejabat yuridis yang berwenang, tentu saja akan berpengaruh bagi 
terdakwa itu sendiri. 
Pengaruh yuridis atas perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan 
oleh pengadilan bagi seorang terdakwa adalah secara hukum terdakwa 
tersebut bisa segera mungkin keluar dari Rutan, sesuai tanggal yang telah 
ditunjuk oleh pejabat yuridis yang berwenang dalam hal ini hakim, menurut 
aturan dalam Pasal 22 KUHAP. 
Sedangkan pengaruh yuridis perintah pengalihan penahanan yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan bagi penjamin terdakwa (orang) adalah secara 
hukum penjamin telah diikat dalam suatu perjanjian pengalihan penahanan 
dalam arti penjamin mempunyai tanggung jawab yuridis akan keberadaan 
terdakwa. Jaminan pengalihan  penahanan belum diatur secara terperinci 
didalam undang-undang, tetapi jaminan terhadap terdakwa biasanya berupa 
orang. Jaminan dengan orang berarti perjanjian pengalihan penahanan dimana 
seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai penjamin. 
Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan 
bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan 
akibat yang timbul apabila terdakwa yang mendapat pengalihan penahanan 
tersebut melarikan diri. Adapun tata cara pelaksanaan jaminan pengalihan 
penahanan berupa orang yang penulis teliti di lapangan adalah sebagi berikut 
dibawah ini, walaupun tidak ada aturan yang pasti yang mengaturnya. Akan 
tetapi tata cara pengalihan penahanan hamper sama dengan tata cara 
penangguhan penahanan, antara lain : 
 
a) Menyebutkan secara jelas identitas orang yang menjamin. 
Apabila pengalihan penahanan berupa orang, identitas penjamin 
dicantumkan secara jelas. 
b) Pengeluaran surat perintah pengalihan didasarkan atas surat jaminan dari 
si penjamin. 
Dalam hal pengalihan penahanan dengan jaminan orang, pengeluaran 
surat perintah pengalihan didasarkan atas bukti surat jaminan dari penjamin 
yang disampaikan kepada instansi yang menahan. Dengan diserahkannya 
surat jaminan dari penjamin, sudah cukup dasar bagi instansi yang menahan 
untuk mengeluarkan surat perintah pengalihan penahanan. 
Apabila terdakwa yang mendapat penangguhan penahanan tersebut 
melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yuridis yang 
berwenang, maka akan menimbulkan kewajiban bagi orang yang bertindak 
sebagai penjaminnya untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati 
antara pejabat yuridis yang berwenang dengan orang yang menjamin.  
Pada perkara nomor : 103 / Pen. Pid / 2005 / PN. Wng. dengan terdakwa 
Danang Sarsono yang telah mendapat pengalihan penahanan tidak terdapat 
adanya perjanjian khusus yang mengatur tentang jaminan pengalihan 
penahanan terhadap sipenjamin jika terdakwa melarikan diri. Perintah 
pengalihan penahanan yang dikeluarkan majelis Hakim Pengadilan negeri 
Wonogiri yang menangani perkara dengan nomor register Nomor 
103/Pid.B/2005/PN.Wng. Hanya berdasar pada jaminan orang saja yaitu Sdri. 
Lestari selaku istri terdakwa yang dianggap dan bersedia menjamin terdakwa 
akan mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan. Terdakwa juga 
menyadari bahwa jika ia melarikan diri tentu saja akan menambah pelik 
persoalan dan ancamana hukuman perkara yang ia hadapi akan semakin berat. 
 
4. Pelaksanaan pengalihan penahanan bagi proses penegakan hukum. 
Segala jenis peraturan undang-undang yang diciptakan manusia, 
selamanya mempunyai tujuan tertentu. Begitu halnya dengan hukum atau 
peraturan dan undang-undang mempunyai arah sasaran yang jelas. Hukum 
atau undang-undang yang tidak menggariskan landasan tujuannya adalah 
hukum yang salah. Baik buruknya tujuan sasaran yang hendak dicapai oleh 
seperangkat hukum atau undang-undang yang yang bersangkutan. Semakin 
baik dan realistis tujuan yang hendak dicapai oleh seperangkat hukum atau 
undang-undang tersebut maka semakin bernilai dan dekat tujuan itu diperoleh 
oleh anggota masyarakat yang mencari keadilan. 
 Penegakan hukum sering tidak tepat, hal tersebut terjadi karena 
tindakan penegakan hukum itu lari dari pedoman tujuan yang telah digariskan 
undang-undang dan hukum yang bersangkutan. Seperti halnya perintah 
pengalihan penahanan telah diatur dalam Pasal 23 KUHAP. Dari pengaturan 
tersebut dapat dipahami bahwa adanya penetapan pengalihan penahanan oleh 
pengadilan tersebut tidak disalahkan oleh undang-undang atau peraturan 
karena mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tinggal bagaimana 
penerapan oleh aparat penegakan hukum yang baik dan benar sehingga dapat 
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum nasional pada umumnya 
dan KUHAP itu sendiri pada khususnya.  
Adapun tujuan yang hendak dicapai KUHAP, pada dasarnya ada pada 
huruf c konsiderans yang berbunyi : “bahwa pembangunan hukum nasional 
yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat 
menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap 
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-
masing : ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”. (M. 
Yahya Harahap, 2005: 58). 
Adanya suatu perintah pengalihan penahanan terhadap seseorang 
terdakwa adalah benar dimana proses maupun pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku atau tidak melanggar syarat-syarat yang telah 
ditentukan. Maksudnya penangguhan penahanan sah jika didasarkan pada 
aturan hukumnya, contohnya perintah pengalihan penahanan dikeluarkan oleh 
pejabat yuridis yang berwenang dalam hal ini adalah dalam lingkup instansi 
yang menahan terdakwa, adanya permintaan terdakwa atau orang lain yang 
bertindak sebagai penjamin(pengacara terdakwa atau keluarga terdakwa), 
permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang menahan atau yang 
bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan 
yang ditetapkan, adanya persetujuan dari terdakwa untuk mematuhi segala 
syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. 
Semua hal tersebut telah diatur dan ditegaskan pada Pasal 23 KUHAP. 
Dengan adanya aturan tersebut, dapat dilihat jelas bahwa adanya perintah 
pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak menganggu proses 
penegakan hukum, asalkan perintah penglihan tersebut tetap berdasar ketentuan 
yang berlaku. 
Adapun peraturan yang merupakan dasar hukum perintah penglihan 








B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengalihan penahanan 
dengan jaminan orang 
Dalam melaksanakan perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh 
pengadilan ada beberapa kendala-kendala yang menghambat proses terjadinya 
pengalihan penahanan bagi pejabat yang terkait dalam melaksanakan proses 
pengalihan tersebut, antara lain :  
1. Pengawasan terhadap terdakwa selama menjalani penahanan diluar Rutan 
kurang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pejabat diluar Rutan 
(Kepala desa, maupun Ketua RT atau RW) yang diajak kerja sama dengan 
pejabat yang bersangkutan kurang memberi kontribusi atau andil yang baik 
sehingga memungkinkan terdakwa untuk melarikan diri. 
2. Apabila terdakwa berusaha melarikan diri dengan tidak mematuhi perjanjian 
yang telah disepakati bersama antara terdakwa, penjamin, dan pihak yang 
berwenang yang memberi perintah penetapan pengalihan penahanan terhadap 
terdakwa. 
3. Kurangnya kontrol dari keluarga dan juga pihak penjamin yang memberikan 
kebebasan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan leluasa untuk 
melarikan diri. 
4. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat dimana terdakwa bertempat 
tinggal yang tidak peduli dengan status terdakwa dan membiarkan terdakwa 
untuk mengulangi tindak pidana yang terdakwa pernah lakukan. Secara tidak 
langsung masyarakat melakukan pengawasan terhadap terdakwa dan apabila 
ada gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan, masyarakat dapat segera 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 
pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap status 
penahanan terdakwa di Rumah Tahanan Negara kelas II B Wonogiri, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pengalihan penahanan bagi pejabat yang berwenang 
a) Hakim  
Dengan adanya perintah pengalihan penahanan tersebut, hakim melalui 
penetapannya dapat segera mungkin menindak lanjuti perintah tersebut 
kepada penuntut umum yang bertindak sebagai eksekutor. Implikasi yang 
lain yaitu tentang penandatangan penetapan perintah pengalihan 
penahanan yang dibubuhkan oleh hakim ketua Majelis yang telah diatur 
dalam Pasal 200 KUHAP dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004. 
b) Penuntut Umum 
Pelaksanaan perintah pengalihan penahanan terhadap terdakwa yang 
ditetapkan oleh Majelis Hakim merupakan perintah yang harus 
ditindaklanjuti artinya sebagai eksekutor penuntut umum harus segera 
melanjutkan penetapan tersebut kepada Kepala Rutan sebagai pejabat 
yuridis yang bertanggung jawab atas fisik dan keberadaan tahanan agar ia 
dapat segera dikeluarkan dari Rutan sesuai dengan tanggal penetapan 
pengalihan penahanan tersebut. 
c) Kepala Rutan 
56 
Perintah pengalihan penahanan yang ditujukan ke Kepala Rutan tersebut 
akan diteliti dengan cermat terlebih dahulu, jika sudah lengkap dan cocok 
segala halnya antara lain pejabat yuridis yang mengeluarkan perintah 
pengalihan penahanan adalah juga yang menahannya, maka Kepala Rutan 
dapat mengeluarkan terdakwa dari Rutan. 
2. Pelaksanaan pengalihan penahanan bagi terdakwa dan penjaminnya. 
Pengaruh yuridis atas perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan 
oleh pengadilan bagi seorang terdakwa adalah secara hukum terdakwa 
tersebut bisa segera mungkin keluar dari Rutan, sesuai tanggal yang telah 
ditunjuk oleh pejabat yuridis yang berwenang dalam hal ini hakim, menurut 
aturan dalam Pasal 22 KUHAP. 
Sedangkan pengaruh yuridis perintah pengalihan penahanan yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan bagi penjamin terdakwa (orang) adalah secara 
hukum penjamin telah diikat dalam suatu perjanjian pengalihan penahanan 
dalam arti penjamin mempunyai tanggung jawab yuridis akan keberadaan 
terdakwa dan bertanggung jawab atas segala resiko dan akibat yang timbul 
apabila terdakwa melarikan diri. 
3. Pelaksanaan pengalihan penahanan bagi proses penegakan hukum. 
Perintah pengalihan penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yuridis yang 
berwenang tidak menghambat proses penegakan hukum selama 
pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang telah ada. Adapuan peraturan 
tersebut adalah Pasal 23 KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 




 Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengalihan penahanan 
dengan jaminan orang 
1. Kerja sama antara pihak Rutan dengan pejabat diluar Rutan (Kepala Desa, 
maupun Ketua RT atau RW) dalam melakukan pengawasan terhadap 
terdakwa tidak berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan terdakwa untuk 
melarikan diri. 
2. Terdakwa berusaha melarikan diri dengan tidak mematuhi perjanjian yang 
telah disepakati bersama tentang pengalihan penahanannya. 
3. Kurangnya kontrol dari keluarga dan juga pihak penjamin yang memberikan 
kebebasan terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan leluasa untuk 
melarikan diri. 
4. Masyarakat kurang peduli terhadap terdakwa selama terdakwa menjalani 
hukumannya dirumah. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Rumah Tahanan 
Negara kelas II B wonogiri, maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu : 
1. Sebaiknya pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat lebih 
memperhatikan kembali semua peraturan yang menyangkut pengalihan 
penahanan agar dapat lebih diperinci sehingga akan mudah untuk diterapkan 
dalam suatu kasus tertentu, misalnya tentang syarat dan alasan dikeluarkannya 
penetapan penglihan penahanan yang sampai saat ini tidak ada aturan yang 
pasti untuk mengaturnya. 
2. Kepada para hakim diharapkan dapat lebih cermat dan teliti dalam 
memberikan penetapan pengalihan penahanan sehingga tepat sasaran dan 
tidak menyalah gunakan jabatannya.  
3. Pemenuhan hak terdakwa berupa pengalihan penahanan jangan sampai 
merugikan atau menganggu kepentingan lain yang lebih penting yaitu 
kebenaran dan keadilan.  
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